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A. ABSTRAK

B.

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya
sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan
masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku
kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya
sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Lamanya proses
pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah sehingga
dilakukan program untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah melalui
Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua
obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau
kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah
memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Kata Kunci : hukum, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

ANALISIS SITUASI

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN
untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu : sandang, pangan, dan papan.
Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL
dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL yang populer dengan
istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk
menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain
itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tersebut dapat menjadikan
sertifikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna
bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program PTSL dapat mewujudkan
pembangunan yang nyata bagi Indonesia, dan memastikan penerima sertifikat tepat
sasaran, sehingga masyarakat dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Kepemilikan tanah yang hanya sifatnya turun temurun, terkadang membuat
pemilik tidak mau melakukan pengurusan sertifikat tanah. Selain itu untuk sawah dan
ladang yang dikelola oleh mereka sebagian besar juga tidak didaftarkan karena mereka
anggap sawah/ladang tersebut tidak akan dijual atau diagunkan kepada pihak lain. Pola
pikir bahwa pengurusan dan kepemilikan atas sertifikat tanah berhubungan dengan jual
beli atau permohonan pinjaman kepada pihak perbankan. Selain itu masyarakat
beranggapan bahwa tanah, sawah/ladang yang mereka kuasai dan kelola dengan baik
akan diwariskan kembali kepada anak-anak mereka nantinya, sehingga semakin
mengurangi keinginan untuk melakukan pendaftaran tanah secara legal kepada pihak
pemerintah melalui badan yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional, baik yang
didaftarkan secara pribadi maupun yang didaftarkan melalui bantuan notaris setempat.



C. TUJUAN KEGIATAN
Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
dalam hukum tentang pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kota
metro.

D. METODE KEGIATAN
Kegiatan dan program yang pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai
metode pendekatan sosial yang langsung dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini
dilakukan karena masyarakat yang merupakan pemilik tanah dan menguasainya secara
turun temurun harus memiliki bukti kepemilikan tersebut. Dengan adanya penyuluhan
tentang pentingnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menambah ilmu
dan wawasan masyarakat dan bisa melindungi hak miliknya.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat
Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 9 Februari 2022
Waktu :07.30 - 12.00
Tempat : gedung Nuwo Sesat kota metro

Berikut rundown acara Penyuluhan yang dilaksanakan:

NO WAKTU SESI ACARA KETERANGAN
1 | 07.30-07.45 | Registrasi Panitia
2 | 07.45-08.00 | Pembukaan Panitia dan Peserta
3 | 08.00 - 11.45 | Penyuluhan hukum tentang pentingnya TIM PKM
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di
kota metro
4 |11.45-12.00 | Penutup Panitia dan Peserta

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah telah mendapatkan jaminan
kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya sendiri melalui penerbitan
sertipikat tanah oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hak, kepastian objek dan
kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertipikat. Realitasnya
masih banyak dijumpai adanya pemilik tanah yang enggan untuk melakukan pendaftaran
hak milik atas tanah sebagaimana mestinya, dengan berbagai sebab diantaranya, proses
yang terlalu panjang, serta menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sistem



pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif, bertendensi positif ternyata masih
menyisakan berbagai masalah, dapat dibuktikan masih banyaknya sengketa, konflik dan
masalah pertanahan. seingga kepastian hukum kepemilikan tanah masih dapat
dipermasalahkan, bahkan sampai digugat di pengadilan. Penguasaan dan pemilikan atas
tanah masih dilingkupi rasa kekhawatiran karena sertipikat tanah yang dimiliki
masihsangat mungkin digugat oleh pihak lain meskipun telah mengikuti proses yang
diatur oleh pemerintah.

Sifat kekeluargaan yang ada di kota metro sering di jumpai dalam berbagai kasus
pertanahan karena perolehan, penguasaan dan kepemilikan atas objek didasarkan pada
perbuatan hukum secara lisan dan tidak tertulis bahkan tidak terdaftar. Kondisi tersebut
sangat menyulitkan dalam upaya untuk mengidentifikasi kepemilikan atas objek maupun
batas-batas objek perolehannya, baik dari adanya jual beli, hibah ataupun pewarisan.
Kualifikasi pembuktian hak atas tanah menjadi penyebab sulitnya dilakukan pendaftaran
tanah dan menjadi salah satu indikator terjadinya sengketa, konflik dan masalah
pertanahan.

. PENUTUP

Berdasarkan analisis diatas disimpulan bahwa Kepemilikan tanah yang hanya
sifatnya turun temurun, terkadang membuat pemilik tidak mau melakukan pengurusan
sertifikat tanah. Selain itu untuk sawah dan ladang yang dikelola oleh mereka sebagian
besar juga tidak didaftarkan karena mereka anggap sawah/ladang tersebut tidak akan
dijual atau diagunkan kepada pihak lain. Pola pikir bahwa pengurusan dan kepemilikan
atas sertifikat tanah berhubungan dengan jual beli atau permohonan pinjaman kepada
pihak perbankan. Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah telah
mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya
sendiri melalui penerbitan sertipikat tanah oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hak,
kepastian objek dan kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan
sertipikat. Realitasnya masih banyak dijumpai adanya pemilik tanah yang enggan untuk
melakukan pendaftaran hak milik atas tanah sebagaimana mestinya, dengan berbagai
sebab diantaranya, proses yang terlalu panjang, serta menghabiskan waktu dan biaya
yang tidak sedikit. Sistem pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif, bertendensi
positif ternyata masih menyisakan berbagai masalah, dapat dibuktikan masih banyaknya
sengketa, konflik dan masalah pertanahan. seingga kepastian hukum kepemilikan tanah
masih dapat dipermasalahkan, bahkan sampai digugat di pengadilan.
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